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WINDA DEVI MUNTU (B111 07 202), PENGUASAAN TANAH DI 
DALAM KAWASAN CAGAR ALAM GUNUNG DUASUDARA DI KOTA 
BITUNG (dibimbing oleh FARIDA PATITTINGI dan KAHAR LAHAE). 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak masyarakat atas 
batas lahan di kawasan Cagar Alam Gunung Duasudara dan upaya 
Pemerintah Kota Bitung dalam menangani penguasaan lahan di Kawasan 
Cagar Alam Gunung Duasudara. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Cagar Alam Gunung Duasudara 
khususnya kawasan yang berada di Kelurahan Pinangunian, Kecamatan 
Aertembaga, Kabupaten Bitung Timur. Teknik penelitian menggunakan 
teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan hasil yang di dapat 
dengan melalui kuesioner serta data sekunder berupa data yang diperoleh 
dari peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku, tulisan, dan 
dokumen atau arsip serta bahan lain yang menunjang dalam penulisan 
skripsi ini. 
 Hasil penelitian membuktikan bahwa masyarakat Kelurahan 
Pinangunian masih merambah hutan yang merupakan kawasan 
konservasi karena menganggap tanah tersebut adalah warisan turun 
temurun. Sedangkan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bitung 
masih berupa himbauan kepada masyarakat dan belum ada tindak lanjut 
penanganan penguasaan tanah dalam cagar alam. Jalan terbaik untuk 
mengatasi tumpang tindih penguasaan tanah dalam kawasan hutan Cagar 
Alam Gunung Duasudara adalah upaya dari pemerintah untuk melakukan 
pembinaan, pengamanan hutan dan proses hukum hingga tingkat 
pengadilan, serta pengusulan melakukan kegiatan rekonstruksi batas 
karena harus ada Pal batas yang jelas antara pemukiman masyarakat 
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A. Latar Belakang Masalah 
Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kaya Indonesia 
akan sumber daya alam dengan segala flora, fauna dan potensi 
hidrografis dan deposit sumber alamnya yang melimpah. Salah satu 
sumber daya alam yang mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat 
penting dalam menunjang pembangunan nasional adalah hutan. 
Indonesia memiliki hutan seluas ±118 juta ha yang mencakup hutan 
produksi seluas 49,3 juta ha, hutan lindung seluas 39,9 juta ha, serta 
hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta ha (Herman 
Haeruman, 1992:1).1 
Apabila hutan seluas itu dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya, akan memberikan dampak positif dalam menunjang 
pembangunan nasional. Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam 
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; 
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.” 
 
Di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan 
bahwa perkataan “dikuasai oleh negara” bukan berarti dimiliki, tetapi 
                                                          
1
 Salim . 2008. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1 
2 
pengertian yang memberikan kewenangan kepada negara sebagai 
organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia. 
Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan  (UUK) pada Pasal 4 menyatakan bahwa : 
“Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 
 
Atas dasar penguasaan hutan oleh negara tersebut, pemerintah 
memiliki wewenang dalam bidang kehutanan, yaitu:2 
1. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan 
hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 
2. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan 
atau bukan kawasan hutan; 
3. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara 
orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan 
hukum mengenai kehutanan. 
Kemudian, untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-
besarnya dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi 
masyarakat serta berbagai faktor pertimbangan fisik, hidrologi dan 
ekosistem, maka luas tanah (wilayah) yang minimal harus dipertahankan 
sebagai kawasan hutan adalah 30% dari luas daratan.3 
Untuk kepentingan kawasan hutan, diperlukan areal yang cukup 
luas dengan penyebaran dan letak yang tepat, agar secara merata hutan 
                                                          
2
 Salim, op.cit, hlm. 12-13 
3
 Alam Setia Zain. 1997. Hukum Lingkungan Konservasi Hutan. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3 
3 
dapat memberikan fungsinya secara lestari. Terjadinya perubahan status 
kawasan disebabkan berbagai penetapan yang dilakukan pemerintah, 
antara lain untuk kepentingan pemukiman (transmigrasi), ekstensifikasi 
perkebunan, tukar-menukar tanah kawasan, pembangunan kawasan 
industri dan sebagainya. 
Penetapan tersebut sangat berkaitan dengan penggunaan izin dan 
kewenangan yang sah untuk melakukan kegiatan di dalam  kawasan 
hutan juga memilki batas-batas tertentu menurut aturan perundang-
undangan. Apabila batas ketentuan dimaksud telah melampaui izin dan 
kewenangan yang diberikan, menimbulkan konsekuensi hukum bagi 
berlakunya ketentuan perlindungan hutan yang berlaku umum. 
Segi perlindungan hutan secara umum, antara lain bahwa setiap 
areal hutan yang ditunjuk Pemerintah, dilakukan konservasi sumber daya 
alam hayati dan ekosistemnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya 
kepastian hukum status kawasan hutan. 
Upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 
yang dilakukan oleh Pemerintah ialah dengan menetapkan beberapa 
bagian dari kawasan hutan sebagai kawasan konservasi. Salah satu 
kawasan konservasi adalah kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam 
menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 41 Tahun 1999 adalah: 
“Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di 
perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan 
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta 




Cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam karena keadaan 
alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau 
ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya 
berlangsung secara alami (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya). 
Keberadaan cagar alam sebagai kawasan konservasi dengan 
fungsi pokok sebagai kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya 
mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan tata lingkungannya. Kawasan 
ini untuk melindungi dan melestarikan flora dan fauna yang hidup di 
dalamnya yang mempunyai nilai tertentu agar dapat berkembang sesuai 
dengan kondisi aslinya. Selain itu, cagar alam juga dipergunakan untuk 
kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan rekreasi. 
Namun, pada kenyataannya dalam aktifitas kehidupan masyarakat 
sehari-hari tidak jarang terjadi munculnya penyimpangan dan pada tahap 
tertentu dapat menimbulkan akses bagi upaya konservasi sumber daya 
alam hayati dan ekosistemnya. Akses ke arah terjadinya kerusakan hutan 
dapat diklasifikasikan sebagai tindak pelanggaran hukum khusus di 
bidang kehutanan. 
Kerusakan hutan di berbagai belahan bumi sudah terjadi sejak 
pecahnya Perang Dunia I memasuki abad teknologi industri di Perancis 
dan Inggris. Di negara berkembang, kerusakan hutan tampak makin 
mencemaskan dengan pesatnya daya pengelolaan dan pemanfaatan 
5 
hutan yang tidak diikuti dengan norma-norma yang telah ditetapkan 
secara yuridis. 
Kegiatan eksploitasi hutan, pendudukan tanah hutan, perladangan 
berpindah merupakan bentuk-bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan 
dampak kerusakan lingkungan hidup. Pemanfaatan hutan dan tanah 
hutan yang tidak diikuti dengan usaha konservasi akan menimbulkan 
perubahan ekosistem kehidupan mahluk yang ada disekitarnya. 
Cagar Alam Gunung Duasudara seluas 4.299 ha yang terletak di 
Kawasan Gunung Tangkoko Batuangus, di Kota Bitung, Sulawesi Utara. 
Kawasan Tangkoko pertama kali ditetapkan Pemerintah Hindia Belanda 
sebagai hutan lindung pada tahun 1919 berdasarkan GB 21/2/1919 stbl. 
90, dan diperluas pada tahun 1978 dengan ditetapkannya Cagar Alam 
Duasudara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 
700/Kpts/Um/11/78. Pada 24 Desember 1981, Surat Keputusan Menteri 
Pertanian No. 1049/Kpts/Um/12/81 menetapkan kawasan ini sebagai 
Cagar Alam Gunung Tangkoko Batuangus. Surat keputusan yang sama 
menetapkan kawasan seluas 615 ha di antara Cagar Alam Tangkoko dan 
Kelurahan Batuputih sebagai Taman Wisata Batuputih dan kawasan 
seluas 635 ha di antara Cagar Alam Tangkoko dan Desa Pinangunian 
sebagai Taman Wisata Alam Batuangus.4  
Cagar Alam ini merupakan tempat perlindungan hewan endemik 
Sulawesi, yaitu monyet hitam (Macaca Nigra). Monyet hitam Sulawesi 
                                                          
4
 Cagar Alam Gunung Tangkoko Batuangus. 
id.wikipedia.org/wiki/Cagar_Alam_Gunung_Tangkoko_Batuangus. Akses Tanggal 16 Februari 
2012  
6 
dilindungi oleh Pemerintah RI dengan SK Menteri Pertanian 29 Januari 
1970 No. 421/Kpt/um/8/1970, SK Menteri Kehutanan 10 Juni 1991 No. 
301/Kpts-II/1991 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 (Supriatna dan 
Wahyono 2000). Dalam daftar yang dikeluarkan IUCN, spesies ini 
digolongkan sebagai satwa genting dan dicantumkan dalam Appendix II 
CITES (Supriatna dan Wahyono 2000). Berdasarkan kecenderungan 
hilangnya hutan sehingga status spesies ini menjadi kritis (Lee et al. 
2002).5 
Status spesies Monyet Hitam Sulawesi menjadi kritis disebabkan 
karena kawasan Cagar Alam Gunung Duasudara terancam beralih fungsi 
menjadi lahan pertanian. Batas wilayah hutan dengan lahan perkebunan 
kini tidak jelas, hal ini ditandai dengan Pemerintah kelurahan Batuputih 
dengan sejumlah petani bersitegang mempertahankan batas wilayah 
hutan.6 
Konflik tata batas lahan yang belum jelas ini pernah terjadi pada 
tahun 1990, masyarakat dilarang berkebun di sekitar areal hutan sehingga 
memicu kemarahan warga, kemudian Pemerintah Kota Bitung 
mengeluarkan kebijakan dengan mengijinkan masyarakat untuk berkebun, 
dengan pertimbangan tidak merambah hutan karena adanya komoditas 
                                                          
5
 Status Konservasi Monyet Hitam 
Sulawesi.repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/648/2005sar.pdf;jsessionid=6078
56ECFBAE656E5B23F6184EE8B1C1?sequence=4. Akses  tanggal 16 Februari 2012 
6
 Kawasan Cagar Alam Gunung Duasudara beralih fungsi.beritamanado.com/kota-bitung-
2/kawasan-hutan-duasudara-terancam-beralih-fungsi/32973/. Akses  tanggal 16 Februari 
2012 
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yang penting bagi perekonomian dalam kawasan hutan, seperti flora 
maupun faunanya, serta ekosistemnya. 
Masyarakat Kelurahan Pinangunian, Kecamatan Aertembaga, Kota 
Bitung secara turun-temurun berinteraksi dengan sumber daya hutan 
sebelum kawasan Cagar Alam Gunung Duasudara ditetapkan sebagai 
hutan lindung oleh Pemerintah, mereka mengelola hutan dalam kawasan 
Cagar Alam Gunung Duasudara untuk bermukim dan berkebun guna 
mempertahankan kehidupan mereka. Masyarakat beranggapan bahwa 
yang pertama kali membuka lahan dianggap sebagai pemilik atas 
sebidang tanah tersebut. 
Hal tersebut dikaitkan dengan hak masyarakat yang diatur dalam 
Pasal 4 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 (UUK), yang menyatakan bahwa : 
“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak 
masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan 
diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional.” 
 
Sebagaimana pula penjelasan Pasal 21 UU No. 41 Tahun 1999 
(UUK) bahwa setiap komponen pengelola hutan harus memperhatikan 
nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta 
memperhatikan hak-hak rakyat dan oleh karena itu, harus melibatkan 
masyarakat setempat. 
Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan harus dilibatkan 
untuk berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan 
kehutanan sehingga masyarakat akan mengetahui rencana peruntukan 
hutan, peruntukan hasil hutan dan informasi tentang kehutanan. Dengan 
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demikian, menunjukkan adanya perlindungan hak masyarakat ulayat. 
Akan tetapi, tak jarang masyarakat di sekitar kawasan Cagar Alam 
Gunung Duasudara tidak memiliki bukti kepemilikan atas sebidang tanah 
yang diakui sebagai miliknya tersebut. 
Bukti resmi masa kepemilikan tanah dengan sertifikasi tanah yang 
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tanah yang 
didefinisikan sebagai tanah hutan, berada di bawah wewenang 
Kementerian Kehutanan dan tunduk kepada UUK. Sedangkan tanah di 
luar kawasan hutan, berada di bawah wewenang BPN, yang tunduk 
kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 
Semua pihak yang menggunakan kawasan hutan harus seizin 
Menteri Kehutanan, sesuai Pasal 50 ayat (3) huruf a UUK dinyatakan 
bahwa: 
“Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan 
atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.” 
 
Dalam pelaksanaannya sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 
khususnya untuk kawasan konservasi, taman nasional, dan cagar alam, 
yang diawasi oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 
(PHKA) bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan 
Balai Taman Nasional di bawah Kementerian Kehutanan RI. Sementara 
untuk hutan lindung dan hutan produksi diawasi oleh Gubernur dan 
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Bupati. Pelaksanaannya diatur dalam Tata Guna Hutan Kesepakatan 
(TGHK), yang membuat ini adalah Pemerintah daerah yang bersangkutan. 
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Cagar 
Alam Gunung Duasudara di Kota Bitung”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 
masalah yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana hak-hak masyarakat atas batas tanah di Kawasan 
Cagar Alam Gunung Duasudara ? 
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Bitung dalam menangani 
penguasaan tanah di Kawasan Cagar Alam Gunung Duasudara ? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui hak-hak masyarakat atas batas tanah di 
Kawasan Cagar Alam Gunung Duasudara. 
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Bitung dalam 






Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 
1. Kegunaan Teoritis 
Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan, pada khususnya ilmu hukum 
kehutanan dan ilmu hukum sumber daya alam pada umumnya. 
2. Kegunaan Praktis 
Diharapkan dapat sebagai masukan yang berguna bagi pemerintah 
setempat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penguasaan tanah 




















A. Tanah dan Hak Penguasaan Atas Tanah 
1. Pengertian Tanah 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah dapat diartikan 
sebagai: 
1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; 
2. Keadaan bumi di suatu tempat; 
3. Permukaan bumi yang di beri batas; 
4. Bahan-bahan dari bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, batu 
cadas, napal, dan sebagainya). 
Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, 
yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan 
mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur 
salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut 
hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
(UUPA) Pasal 4 ayat (1), yaitu: 
“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud 
dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada 
dan dipunyai oleh orang-orang, baik yang sendiri maupun bersama-
sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”7 
                                                          
7
 Urip Santoso. 2005. Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah. Kencana, Jakarta, hlm. 10. 
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Dengan demikian, jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis 
adalah permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari 
tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh 
karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak 
atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang 
terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum.8 
Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan 
dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara 
tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya. Menurut 
Boedi Harsono, dalam hukum tanah negara-negara dipergunakan apa 
yang disebut asas accessie atau asas “pelekatan”. Makna asas pelekatan, 
yakni bahwa bangunan-bangunan dan benda-benda/tanaman yang 
terdapat di atasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah, serta 
merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan.9 
Dengan demikian, yang termasuk pengertian hak atas tanah 
meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah 
yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak lain (Kitab 





                                                          
8
 Supriadi. 2008. Hukum Agraria. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3. 
9
  Ibid. 
10
 Boedi Harsono. 2008.  Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang 
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah , Djambatan, Jakarta, hlm. 17. 
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2. Pengertian Hak Penguasaan Atas Tanah11 
Pengertian “penguasaan” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam 
arti yuridis. Juga beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam 
arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh 
hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak 
untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah 
mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak 
diserahkan kepada pihak lain. Ada penguasaan yuridis, yang biarpun 
memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, 
pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain. Ada 
juga penguasaan secara yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk 
menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Penguasaan yuridis dan 
fisik atas tanah dipakai dalam aspek privat. Ada penguasaan yuridis yang 
beraspek publik, yaitu penguasaan atas tanah sebagaimana yang 
disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA. 
Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, 
kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat 
sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau 
dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang 
menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan 
atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. 
                                                          
11
   Aminuddin Salle, dkk. 2010. Bahan Ajar Hukum Agraria. AS Publishing, Makassar, hlm. 94-95. 
14 
Jadi, Hak penguasaan adalah hak-hak yang memberi wewenang 
kepada Pemegang Hak yang bersangkutan untuk berbuat semata dengan 
tanah yang dikuasai.12 
 
3. Pengaturan Hak-hak Penguasaan 
Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah 
dibagi menjadi dua, yaitu :13 
a. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum 
Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan 
tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang 
haknya. Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, 
adalah sebagai berikut : 
1) Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan; 
2) Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, 
wajib, dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya 
serta jangka waktu penguasaannya; 
3) Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh 
menjadi pemegang haknya, dan syarat-syarat bagi 
penguasaannya. 
 
b. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang 
konkret 
Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan 
tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum 
                                                          
12
 Ali Achmad Chomzah. 2004. Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia). Prestasi Pustaka, Jakarta, 
hlm. 5. 
13
 Aminuddin Salle, dkk, Op.cit., hlm. 95-96 
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tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Ketentuan-
ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, adalah sebagai 
berikut : 
1) Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu 
hubungan hukum yang konkret, dengan nama atau sebutan 
hak atas penguasaan atas tanah tertentu; 
2) Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-
hak lain; 
3) Mengatur hal-hak mengenai pemindahannya kepada pihak 
lain; 
4) Mengatur hal-hal mengenai hapusnya; 
5) Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya. 
 
4. Hierarki Hak-hak Penguasaan Atas Tanah 
Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam UUPA dan Hukum 
Tanah Nasional, adalah : 
a. Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah14 
Hak Bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak 
penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah 
yang ada dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama, 
bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang 
lain atas tanah. Pengaturan hak penguasaan atas tanah ini dimuat 
dalam Pasal 1 ayat (1) – ayat (3) UUPA. 
Hak Bangsa Indonesia atas tanah mempunyai sifat 
komunalistik, artinya semua tanah yang ada dalam wilayah Negara 
                                                          
14
 Aminuddin Salle, dkk, op.cit, Hlm. 96-97. 
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Republik Indonesia merupakan tanah bersama rakyat Indonesia, 
yang telah bersatu sebagai Bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat (1) 
UUPA). Selain itu, juga mempunyai sifat religius, artinya seluruh 
tanah yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia 
merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 ayat (2) 
UUPA). Hubungan antara Bangsa Indonesia dengan tanah bersifat 
abadi, artinya hubungan antara Bangsa Indonesia dengan tanah 
akan berlangsung tiada terputus-putus untuk selama-lamanya. Sifat 
abadi artinya selama rakyat Indonesia masih bersatu sebagai 
Bangsa Indonesia dan selama tanah bersama tersebut masih ada 
pula, dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu 
kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan 
hubungan tersebut (Pasal 1 ayat (3) UUPA). Hak Bangsa Indonesia 
atas tanah, mengandung pengertian bahwa semua hak 
penguasaan atas tanah yang lain bersumber pada Hak Bangsa 
Indonesia atas tanah dan bahwa keberadaan hak-hak penguasaan 
apa pun, hak yang bersangkutan tidak meniadakan eksitensi Hak 
Bangsa Indonesia atas tanah. 
Tanah bersama dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA dinyatakan 
sebagai kekayaan nasional menunjukkan adanya unsur 
keperdataan, yaitu hubungan kepunyaan antara Bangsa Indonesia 
dengan tanah bersama tersebut. 
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Menurut Boedi Harsono (2005), pernyataan tanah yang 
dikuasai oleh Bangsa Indonesia sebagai tanah bersama tersebut 
menunjukkan adanya hubungan hukum di bidang Hukum Perdata. 
Biarpun hubungan hukum tersebut hubungan perdata bukan berarti 
bahwa Hak Bangsa Indonesia adalah hak pemilikan pribadi yang 
tidak memungkinkan adanya hak milik individual. Hak Bangsa 
Indonesia dalam Hukum Tanah Nasional adalah hak kepunyaan, 
yang memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama 
dengan Hak Milik oleh warga negara secara individual. 
Selain merupakan hubungan Hukum Perdata, Hak Bangsa 
Indonesia atas tanah mengandung tugas kewenangan untuk 
mengatur dan mengelola tanah bersama tersebut bagi sebesar-
besar kemakmuran rakyat, yang termasuk dalam bidang Hukum 
Publik. Pelaksanaan kewenangan ini ditugaskan kepada Negara 
Republik Indonesia (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUPA). 
 
b. Hak Menguasai Negara Atas Tanah15 
Negara sebagai konsep yang berkaitan dengan kekuasaan 
memiliki sejumlah tujuan hakiki sebagai pengemban tujuan dari 
seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, sangat wajar kalau 
setiap hukum positif (Undang-Undang) selalu menempatkan suatu 
tujuan yang terdapat dalam hukum itu yang secara inklusif, 
termasuk tujuan negara. 
                                                          
15
 Aminuddin Salle, dkk, op.cit, Hlm. 98-100. 
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Hak menguasai Negara atas tanah bersumber pada Hak 
Bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan 
penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang 
mengandung unsur hukum publik. Tugas mengelola seluruh tanah 
bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh Bangsa 
Indonesia, maka dalam penyelenggaraannya, Bangsa Indonesia 
sebagai pemegang hak dan pengemban amanat tersebut, pada 
tingkatan tertinggi dikuasakan kepada Negara Republik Indonesia 
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Pasal 2 ayat (1) 
UUPA). 
Isi wewenang hak menguasai Negara atas tanah 
sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, adalah: 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan, peruntukan, dan pemeliharaan tanah; 
Termasuk wewenang ini, adalah: 
1) Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, 
peruntukan, dan penggunaan tanah untuk berbagai 
keperluan (Pasal 14 UUPA jo. UU No. 24 Tahun 1992 
tentang Penataan Ruang). 
2) Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk 
memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan 
mencegah kerusakannya (Pasal 15 UUPA). 
3) Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah 
(pertanian) untuk mengerjakan atau mengusahakan 
tanahnya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-
cara pemerasan (Pasal 10 UUPA). 
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b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dengan tanah (Pasal 16 dan 17 UUPA) 
Termasuk wewenang ini, adalah: 
1) Menentukan hak-hak atas tanah yang dapat diberikan 
kepada Warga Negara Indonesia baik sendiri-sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang lain, atau kepada 
badan hukum. Demikian juga hak atas tanah yang dapat 
diberikan kepada Warga Negara Asing (Pasal 16 UUPA). 
2) Menetapkan dan mengatur mengenai pembatasan 
jumlah bidang dan luas tanah yang dapat dimiliki atau 
dikuasai oleh seseorang atau badan hukum (Pasal 7 jo. 
Pasal 17 UUPA). 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang 
mengenai tanah. 
Termasuk wewenang ini, adalah: 
1) Mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh 
wilayah Republik Indonesia (Pasal 19 UUPA jo. PP No. 
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). 
2) Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah. 
3) Mengatur penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan 
baik yang bersifat Perdata maupun Tata Usaha Negara, 
dengan mengutamakan cara musyawarah untuk 
mencapai kesepakatan. 
Menurut Oloan Sitorus, kewenangan negara dalam bidang 
pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA 
di atas merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk mengatur 
penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang 
merupakan kekayaan nasional. Tegasnya, hak menguasai negara 
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adalah pelimpahan kewenangan publik dari hak bangsa. 
Konsekuensinya, kewenangan tersebut hanya bersifat publik 
semata. 
Tujuan hak menguasai negara atas tanah dimuat dalam 
Pasal 2 ayat (3) UUPA, yaitu untuk mencapai sebesar-besar 
kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan 
kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia 
yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. 
Pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah dapat 
dikuasakan atau dilimpahkan kepada Daerah-daerah Swatantra 
(Pemerintah Daerah) dan masyarakat-masyarakat hukum adat, 
sekedar diperlakukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah 
(Pasal 2 ayat (4) UUPA). Pelimpahan pelaksanaan sebagian 
kewenangan negara tersebut dapat juga diberikan kepada Badan 
Otorita, Perusahaan Negara, dan Perusahaan Daerah, dengan 
pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan Hak 
Pengelolaan (HPL). 
 
c. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 
Bentuk hukum penguasaan tanah pada masyarakat adat 
dikenal dengan istilah “hak ulayat”. Ini merupakan istilah yang 
digunakan secara formal, meskipun pada setiap etnik istilah yang 
digunakan berbeda-beda. Dalam bahasa hukum maupun ilmiah, 
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istilah “tanah ulayat” selalu digunakan untuk menyebut tanah-tanah 
yang dikuasai menurut hukum adat pada suatu etnik tertentu.16 
Menurut Van Vollenhoven (Bushar, 1988) ciri-ciri hak ulayat 
itu adalah sebagai berikut:17 
a) Tiap anggota dalam persekutuan hukum (etnik, sub etnik, 
atau fam) mempunyai wewenang dengan bebas untuk 
mengerjakan tanah yang belum digarap, misalnya dengan 
membuka tanah untuk mendirikan tempat tinggal baru; 
b) Bagi orang di luar anggota persekutuan hukum, untuk 
mengerjakan tanah harus dengan izin persekutuan hukum 
(dewan pimpinan adat); 
c) Anggota-anggota persekutuan hukum dalam mengerjakan 
hak ulayat itu mempunyai hak yang sama, tapi untuk bukan 
anggota selalu diwajibkan membayar suatu retribusi (uang 
adat, sewa lunas, sewa hutang, bunga pasir, dan lain-lain) 
ataupun menyampaikan suatu persembahan (ulutaon, 
pemohon); 
d) Persekutuan hukum sedikit banyak masih mempunyai 
campur tangan dalam hal tanah yang sudah dibuka dan 
ditanami oleh seseorang; 
e) Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala 
sesuatu yang terjadi dalam ulayatnya; 
f) Persekutuan hukum tidak dapat memindah tangankan hak 
penguasaan pada orang lain; 
g) Hak ulayat menurut hukum adat ada di tangan 
suku/masyarakat hukum/desa. 
                                                          
16
 Syahyuti. 2006. Nilai-Nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di 
Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 24 No. 1. Hlm. 16. 
17
 Ibid., hlm. 18. 
22 
Hampir sama dengan di atas, berlakunya hak ulayat ini 
menurut sistematika Ter Haar (1985) adalah sebagai berikut:18 
1) Anggota masyarakat hukum bersama-sama dapat 
mengambil manfaat atas tanah serta tumbuh-tumbuhan 
maupun hewan liar yang hidup di atasnya. 
2) Anggota masyarakat hukum untuk keperluan sendiri 
berhak berburu, mengumpulkan hasil hutan yang 
kemudian dimiliki dengan hak milik bahkan berhak 
memiliki beberapa pohon yang tumbuh liar apabila 
pohon itu dipelihara olehnya. 
3) Mereka mempunyai hak untuk membuka hutan dengan 
sepengetahuan kepala suku atau kepala masyarakat 
hukum. Hubungan hukum antara orang yang membuka 
tanah dengan tanah tersebut makin lama makin kuat, 
apabila tanah tersebut terus menerus dipelihara/digarap 
dan akhirnya dapat menjadi hak milik Si pembuka. 
Sekalipun demikian, hak ulayat masyarakat hukum tetap 
ada walaupun melemah. Sebaliknya apabila tanah yang 
dibuka itu tidak diurus atau diterlantarkan, maka tanah 
akan kembali menjadi tanah masyarakat hukum. Selain 
itu, transaksi-transaksi penting mengenai tanah harus 
dengan persetujuan kepala suku. 
4) Berdasarkan kesepakatan masyarakat hukum setempat, 
dapat ditetapkan bagian-bagian wilayah yang dapat 
digunakan untuk tempat pemukiman, makam, 
pengembalaan umum, dan lain-lain. 
5) Anggota suku lain tidak boleh mengambil manfaat 
daerah hak ulayat, kecuali dengan seizin pimpinan suku 
atau masyarakat hukum, dan dengan memberi semacam 
                                                          
18
 Syahyuti, Op.cit., hlm. 18. 
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hadiah kecil (uang pemasukan) terlebih dahulu, izin 
tersebut bersifat sementara, misalnya untuk selama 
musim panen, namun suku lain tidak dapat mempunyai 
hak milik atas tanah tersebut. Sifat istimewa hak ulayat 
terletak pada daya berlakunya secara timbak balik hak-
hak itu terhadap orang lain. Karena pengelolaan tanah 
makin memperkuat hubungan perseorangan dengan 
sebidang tanah. Bila hubungan perorangan atas tanah 
itu berkurang atau bila hubungan itu diabaikan terus-
menerus, maka pulihlah hak masyarakat hukum atas 
tanah itu dan tanah tersebut kembali menjadi hak ulayat. 
6) Apabila ada anggota suku bangsa lain ditemukan 
meninggal dunia atau dibunuh disuatu wilayah yang 
dikuasai satu suku bangsa, maka suku atau masyarakat 
hukum di wilayah bersangkutan bertanggung jawab 
untuk mencari siapa pembunuhnya atau membayar 
denda. 
 
Hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 3 
UUPA, yaitu: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 
1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak 
serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang 
menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga 
sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan 
atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan undang-
undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”19 
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Menurut pasal 1 Permen Agraria/Kepala BPN No. 5/1999 
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat 
Hukum Adat, yang dimaksud dengan hak ulayat adalah 
kewenangan menurut adat yang dipunyai oleh masyarakat hukum 
adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan 
hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya 
alam (SDA), termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi 
kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan 
secara lahiriah dan batiniah secara turun temurun dan tidak 
terputus antara masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah 
yang bersangkutan.20 
Menurut Boedi Harsono (2005), hak ulayat masyarakat 
hukum adat dinyatakan masih ada apabila memenuhi 3 unsur, 
yaitu:21 
a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh 
tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu 
persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan 
menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut 
dalam kehidupan sehari-hari; 
b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan 
hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan 
tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan 
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c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, 
penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan 
ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut. 
 
d. Hak-hak Perorangan Atas Tanah 
Hak-hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi 
wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok 
orang secara bersama-sama, badan hukum) untuk memakai dalam 
arti menguasai, menggunakan, dan atau mengambil manfaat dari 
bidang tanah tertentu.22 
Hak-hak perseorangan atas tanah, meliputi: 
1) Hak-hak Atas Tanah 
Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang 
kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau 
mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Macam-macam 
hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 dan 53 UUPA jo. PP No 
40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan 
Hak Pakai atas Tanah.23 
2) Wakaf Tanah Hak Milik 
Wakaf tanah hak milik adalah hak penguasaan atas tanah 
bekas tanah hak milik, yang oleh pemiliknya dipisahkan dari 
harta kekayaannya dan melembagakannya untuk selama-
lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum 
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lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Perwakafan tanah milik 
dilindungi dan diatur dalam Pasal 29 dan 31 ayat (6) Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 49 ayat (3) UUPA jo. 
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan 
Tanah Milik jo. Permendagri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata 
Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.24 
Ketentuan dalam dalam Pasal 29 dan 31 ayat (6) Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengatur Pencatatan 
perwakafan harus dilakukan pada buku-buku tanah dan 
sertifikat Hak Miliknya, tetapi mengenai wakaf itu sendiri 
seharusnya dibuatkan buku tanah dan sertifikat sendiri karena 
tanah yang bersangkutan sudah berubah menjadi “tanah 
wakaf”.25 
3) Hak Tanggungan 
Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan 
kepada hak atas tanah termasuk atau tidak termasuk benda-
benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, 
untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan 
yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-
kreditor lain. Hak Tanggungan dapat dibebankan kepada Hak 
Milik, HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah Negara. Hak 
Tanggungan diatur dalam Pasal 25, 33, 39 dan 51 UUPA jo. UU 
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No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 
Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.26 
4) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 
Hak Milik Atas Satuan Rumah susun yaitu hak atas tanah 
yang diberikan kepada sekelompok orang secara bersama 
dengan orang lain. Pada Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, 
bidang tanah yang di atasnya berdiri rumah susun, hak atas 
tanahnya dimiliki atau dikuasai secara bersama-sama oleh 
seluruh pemilik satuan rumah susun. Hak atas tanah yang dapat 
dimiliki atau dikuasai oleh seluruh satuan rumah susun dapat 
berupa Hak Milik, HGB atau Hak Pakai atas tanah Negara. Hak 
Milik Atas Satuan Rumah Susun diatur dalam Pasal 4 ayat (1) 
UUPA jo. UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. 
 
B. Hukum Kehutanan dan Hutan 
1. Pengertian Hukum Kehutanan27 
Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang 
sudah berumur 137 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 
1865. Namun, perhatian ilmuwan hukum terhadap bidang ini sangat 
kurang. Terbukti kurangnya literatur yang mengkaji hukum kehutanan, 
sehingga dalam mengidentifikasi rumusan hukum kehutanan dari berbagai 
pendapat yang ada. 
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Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari Boswezen 
Recht (Belanda) atau Forrest Law (Inggris). Menurut hukum Inggris Kuno 
yang disebut forrest law (hukum kehutanan) adalah: “The System or body 
of old law relating to the royal forrest” (Black, 1979: 584).28 Artinya suatu 
sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-
hutan kerajaan. 
Dari definisi di atas, tampaklah bahwa hukum kehutanan kuno 
hanya mengatur hutan-hutan yang dikuasai kerajaan, sedangkan hutan 
rakyat (hutan milik) tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam 
peraturan perundang-undangan Inggris. Namun, dalam perkembangannya 
aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 
melalui Act 1971. Di dalam Act 1971 ini tidak hanya mengatur hutan 
kerajaan semata-mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik). 
Dalam kaitan dengan ini Idris Sarong Al Mar, mengatakan bahwa 
yang disebut dengan hukum kehutanan, adalah: 
“Serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma (tidak tertulis) dan 
peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam 
hal-hal hutan dan kehutanan.” (Al Mar, 1993: 8) 
 
Definisi ini senada dengan definisi yang dirumuskan Biro Hukum 
dan Organisasi, Departemen Kehutanan. Yang disebut hukum kehutanan, 
adalah: 
“Kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun tidak 
tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkut 
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paut dengan hutan dan pengurusannya.”(Biro Hukum dan 
Organisasi, Dephut, 1992: 1) 
 
Hukum kehutanan dalam kedua definisi di atas dititikberatkan pada 
kekuasaan negara dalam pengelolaan dan pengurusan hutan dan 
kehutanan semata-mata, padahal persoalan itu tidak hanya menjadi 
urusan negara, tetapi juga menjadi urusan manusia secara perseorangan, 
jika ia mengusahakan penanaman kayu di atas tanah hak miliknya. Oleh 
karena itu, yang dimaksud dengan Hukum Kehutanan, yaitu: 
“Hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang 
mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, 
dan hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan 
kehutanan.” (Salim, 2008: 6) 
 
Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan, 
yaitu: (1) adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun 
tidak tertulis, (2) mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan 
kehutanan, dan (3) mengatur hubungan antara individu (perseorangan) 
dengan hutan dan kehutanan. 
Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang 
dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur hal-hal yang 
berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan tertulis ini 
dapat dilihat di dalam peraturan perundang-undangan, baik yang telah 
dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun yang ditetapkan 
oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR sejak bangsa Indonesia 
merdeka. Misalnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
30 
Kehutanan saja, sedangkan hal-hal yang lebih rinci diatur dan dituangkan 
dalam peraturan yang lebih rendah. 
Hukum tidak tertulis atau disebut juga hukum adat mengenai hutan 
adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, timbul, tumbuh, dan 
berkembang dalam masyarakat setempat, jadi sifatnya lokal. 
Hal-hal yang diatur dalam hukum kehutanan tidak tertulis, adalah:29 
1. Hak membuka tanah hutan; 
2. Hak untuk menebang kayu; 
3. Hak untuk memungut hasil hutan; 
4. Hak untuk mengembalakan ternak, dan sebagainya. 
Di berbagai daerah hak-hak tersebut diatur oleh desa, dan dahulu 
hak-hak adat itu dikuasai oleh raja, serta kini dikuasai oleh negara. 
Penggunaan hak-hak adat itu diatur sedemikian rupa, dan tidak boleh 
bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara. Apabila negara 
menghendaki penguasaannya, hak-hak rakyat atas hutan tersebut harus 
mengalah demi kepentingan yang lebih besar. Penguasaan negara ini 
semata-mata untuk mengatur dan merencanakan peruntukan hutan guna 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan erat 
kaitannya dengan kedudukan negara sebagai organisasi tertinggi yang 
mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengatur perencanaan, 
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peruntukan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta 
mengatur pengurusan hutan dalam arti luas. 
Hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan 
kehutanan mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena individu 
(perseorangan) tersebut telah mengusahakan tanah miliknya untuk 
menanam kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga 
pengurusan dan pemanfaatannya diatur yang bersangkutan. Namun 
demikian, individu tersebut harus membayar beberapa kewajiban kepada 
negara, seperti membayar biaya pengujian, dan Iuran Hasil Hutan (IIH). 
2. Sifat dan Tujuan Hukum Kehutanan30 
Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus lex specialis karena 
hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. 
Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur 
materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan, maka yang 
diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Sedangkan hukum 
lainnya seperti hukum agraria dan hukum lingkungan sebagai hukum 
umum (lex specialis derogate legi generali). 
Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan 
melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi 
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3. Asas-Asas Hukum Kehutanan31 
Asas Hukum adalah dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan 
hukum positif (Mertokusumo, 1986: 32). Asas Hukum bukanlah kaidah 
hukum konkret , melainkan merupakan latar belakang peraturan yang 
konkret dan bersifat umum dan abstrak. Pada umumnya asas hukum tidak 
dituangkan dalam peraturan hukum konkret (Mertokusumo, 1986: 33). 
Untuk menemukan asas-asas hukum tersebut harus dicari sifat 
umum dalam kaidah atau peraturan konkret. Hal ini berarti menunjuk pada 
kesamaan yang terdapat dalam ketentuan yang konkret itu. 
Di dalam Pasal 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
disebutkan asas-asas dalam penyelenggaraan, antara lain sebagai 
berikut:32 
1) Asas Manfaat dan Lestari 
Asas manfaat dan lestari dimaksudkan agar setiap 
pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan 
keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial budaya, 
serta ekonomi. 
2) Asas Kerakyatan dan Keadilan 
Asas kerakyatan dan keadilan dimaksudkan agar setiap 
penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan 
kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai 
dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan 
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kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian 
wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah 
terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni 
(Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat) 
3) Asas Kebersamaan 
Asas kebersamaan dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan 
kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin 
keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara 
masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS 
Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, 
dan koperasi. 
4) Asas Keterbukaan 
Asas keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan 
penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan 
memperhatikan aspirasi masyarakat. 
5) Asas Keterpaduan 
Asas keterpaduan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan 
kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan 
kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat. 
 
4. Sejarah Perkembangan Undang-Undang Kehutanan33 
Pembicaraan sejarah dan perkembangan perundang-undangan 
kehutanan di Indonesia tidak lepas dari pembicaraan tentang perundang-
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undangan masa lampau. Hal ini disebabkan sistem hukum yang berlaku 
saat ini merupakan kelanjutan dari sistem hukum yang berlaku 
sebelumnya. Pernyataan ini dapat dilihat dalam Pasal 21 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1967 yang berbunyi: 
“Sambil menunggu keluarnya peraturan-peraturan pelaksanaan dari 
undang-undang ini, segala peraturan perundang-undangan di 
bidang kehutanan yang telah ada sebelumnya, tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa undang-undang ini serta 
diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.” 
 
Tujuan utama dicantumkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1967, semata-mata untuk mencegah kekosongan hukum 
di bidang kehutanan. Dengan demikian, peraturan yang ada sebelumnya, 
terutama peraturan produk Pemerintah Hindia Belanda masih tetap 
diberlakukan yang disesuaikan dengan jiwa dan semangat bangsa 
Indonesia. 
Untuk mengetahui secara jelas tentang sejarah dan perkembangan 
perundang-undangan di bidang kehutanan, kajian dalam bab ini dibagi 
dalam tiga periode atau zaman, antara lain sebagai berikut: 
a. Zaman Pemerintah Hindia Belanda 
Pada zaman Pemerintah Hindia Belanda telah banyak 
produk hukum yang mengatur kehutanan. Momentum awal dari 
pembentukan hukum di bidang kehutanan dimulai dari 
diundangkannya Reglemen 1865, pada tanggal 10 September 
1865. 34 Reglemen 1865 berlaku selama sembilan tahun karena 
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memunculkan dua masalah, yaitu: (1) musnahnya hutan yang 
dikelola secara tidak teratur, disebabkan adanya pemisahan hutan 
jati yang dikelola secara teratur dan tidak teratur, dan (2) 
banyaknya keluhan mengenai pembabatan hutan dalam 
pengadaan kayu untuk rakyat, pembangunan perumahan, 
perlengkapan, bahan bakar, dan lain-lain.35 
Berdasarkan dua masalah di atas, kemudian diganti dengan 
Reglemen 1874 tentang Pemangkuan Hutan dan Eksploitasi Hutan 
di Jawa dan Madura, yang diundangkan pada tanggal 14 April 
1874. Reglemen 1874 juga berlaku di Vorstenlanden (tanah 
kasunan dan kesultanan) sepanjang Pemerintah berhak atas kayu 
yang ada di hutan daerah itu, kecuali hutan yang pemangkuan dan 
pemanfaatannya sudah diserahkan kepada pihak ketiga.36 
Reglemen 1874 diganti dengan Reglemen 1897, yang 
mengatur tentang organisasi jawatan kehutanan dan ketentuan 
pelaksanaan Boschreglement (Reglemen Hutan). Reglemen Hutan 
1897 berbeda dengan Reglemen 1874, ketentuan-ketentuan yang 
penting dalam reglemen ini, yaitu: (1) pengertian hutan negara, (2) 
pembagian hutan negara, (3) pemangkuan hutan, dan (4) 
eksploitasi hutan.37 
Reglemen 1897 hanya berlaku selama 16 tahun, kemudian 
diganti dengan Reglemen Hutan 1913. Di dalam Reglemen 1913 
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tidak diatur mengenai sanksi pidana, hal yang diatur, yaitu (1) 
pemangkuan hutan, (2) eksploitasi hutan, (3) pengamanan hutan, 
(4) pemberian izin untuk mengembalakan ternak dalam hutan 
negara dan memungut pakan ternak, serta (5) pemberian izin untuk 
berburu dan menyandang senapan di dalam hutan jati dan hutan 
rimba yang ditata.38 
Reglemen 1913 kemudian diganti dengan Ordonansi Hutan 
1927 tentang Peraturan Pengelolaan Hutan Negara di Jawa dan 
Madura). Hal-hal yang diatur dalam reglemen ini, yaitu: (1) 
pengertian hutan, (2) susunan hutan, (3) penyelidikan hutan, (4) 
pengurusan hutan, (5) perlindungan hutan, (6) pengumpulan hasil 
hutan, pengembalaan hewan, memotong makanan hewan, dan 
pengambilan rumput-rumputan, (7) ketentuan pidana dan 
penutup.39 
Pada tahun 1937 rancangan Ordonansi Hutan untuk luar 
Jawa dan Madura pernah diajukan kepada Volksraad (DPR), tetapi 
sampai pecah Perang Dunia II rancangan belum selesai 
dibicarakan (Hardjasoemantri, 1993:1) karena berselimut “Politik”.40 
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b. Zaman Jepang41 
Pada tanggal 7 Maret 1942 Pemerintah Bala Tentara Dai 
Nippon telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 
Pasal 3 yang berbunyi: 
“Semua badan-badan Pemerintah, kekuasaannya, hukum 
dan undang-undang dari Pemerintah yang terdahulu tetap 
diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak 
bertentangan dengan Pemerintah Militer.” 
 
Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa hukum dan 
undang-undang yang berlaku pada zaman Pemerintah Hindia 
Belanda tetap diakui sah oleh Pemerintah Dai Nippon, dengan 
tujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum 
(rechtvacuum). Dengan adanya ketentuan tersebut mempermudah 
Pemerintah Dai Nippon untuk menerima, memeriksa, dan 
mengadili, serta memutuskan setiap perkara yang diajukan 
kepadanya. Dengan demikian, bahwa ketentuan yang diberlakukan 
oleh Pemerintah Dai Nippon di bidang kehutanan adalah Ordonasi 
Hutan 1927 dan berbagai peraturan pelaksanaannya. 
c. Zaman Kemerdekaan (1945-Sekarang) 
Sejak bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 
1945 sampai sekarang ternyata Pemerintah dengan persetujuan 
DPR telah berhasil menetapkan peraturan perundang-undangan 
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yang menjadi dasar hukum dalam bidang kehutanan. Peraturan 
perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:42 
1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 
Ketentuan yang mengatur tentang kehutanan, terutama 
yang berkaitan dengan hasil hutan, yaitu yang tercantum dalam 
Pasal 46 UUPA: 
(1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan dapat 
dipunyai oleh Warga Negara Indonesia dan diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
(2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan 
secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik 
atas tanah itu. 
Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada warga 
Negara Indonesia (terutama yang memenuhi syarat) untuk 
memungut hasil hutan, seperti kayu, rotan, getah, dan lain-lain. 
Kepada pemungut hasil hutan hanya diberikan hak untuk 
memungut hasil hutan semata-mata, sedangkan tanahnya tetap 
dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh 
rakyat. Sehingga apabila sewaktu-waktu negara membutuhkan 
tanah itu untuk kepentingan umum, izin memungut hasil hutan 
dapat dicabut, sesuai prosedur yang berlaku.43 
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2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya 
(UUKH) 
Undang-undang ini terdiri atas empat belas bab dan empat 
puluh lima pasal. Berdasarkan undang-undang ini ada empat 
macam peraturan perundang-undangan produk Hindia Belanda 
yang dicabut, yaitu: (1) Ordonansi Perburuan (Jachtordonantie 
1931 Stb. 1931 Nomor 133), (2) Ordonansi Perlindungan 
Binatang Liar (Dierenberhermingsordonantie 1931 Stb. 1931 
Nomor 134), (3) Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura 
(Jachtordonansi Java en Madura 1940 Stb. 1939 Nomor 733), 
(4) Ordonansi Perlindungan Alam (Natuurbescherming-
ordonantie 1941 Stb. 1941 Nomor 167). Pertimbangan 
dicabutnya keempat peraturan tersebut karena: (1) merupakan 
ketentuan yang berasal dari Pemerintah Hindia Belanda, (2) 
bersifat parsial, artinya tidak mengatur secara keseluruhan hal-
hal yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam dan 
ekosistemnya, dan (3) tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
hukum dan kepentingan nasional bangsa Indonesia.44 
3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan45 
Undang-undang ini merupakan salah satu peraturan 
perundang-undangan kehutanan yang dibuat pada era 
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reformasi yang merupakan ketentuan hukum yang 
menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1967. 
UU Nomor 41 Tahun 1999 merupakan ketentuan yang 
bersifat menyeluruh karena telah memuat ketentuan-ketentuan 
baru, yang belum dikenal dalam UU Nomor 5 Tahun 1967. Hal-
hal yang baru itu adalah seperti gugatan perwakilan (class 
action), yaitu gugatan yang diajukan oleh masyarakat ke 
Pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap 
kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat; 
penyelesaian sengketa kehutanan, ketentuan pidana, ganti rugi 
dan sanksi administrasi. 
Peraturan perundang-undangan yang telah di cabut, yaitu 
UU Nomor 5 Tahun 1967 dan UU Nomor 4 tahun 1982. 
Sedangkan yang masih berlaku adalah UU Nomor 5 Tahun 
1990, UU Nomor 23 Tahun 1997, dan UU Nomor 41 Tahun 
1999. 
Keempat peraturan perundang-undangan yang masih 
berlaku di atas merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan 
kegiatan kehutanan di Indonesia. Tetapi dari keempat 
peraturan tersebut hanya ada dua UU yang khusus yang 
mengatur tentang kehutanan, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1990 
dan UU Nomor 41 Tahun 1999, sedangkan UU Nomor 5 Tahun 
1960 tentang UUPA dan UU Nomor 23 Tahun 1997 merupakan 
UU yang bersifat umum. 
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Apabila di dalam ketentuan khusus tidak mengatur tentang 
persoalan yang terjadi di bidang kehutanan, sedangkan 
persoalan itu mendesak untuk ditangani, maka yang 
diberlakukan adalah UU yang bersifat umum. Misalnya dalam 
audit hutan maka aturan yang diterapkan adalah Pasal 28 dan 
Pasal 29 UU Nomor 23 Tahun 1997. Hal ini disebabkan dalam 
UU Nomor 41 Tahun 1999 tidak mengatur tentang audit 
lingkungan hidup. 
 
5. Pengertian Hutan46 
Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan 
forrest (Inggris). Forrest merupakan dataran tanah yang bergelombang, 
dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti 
pariwisata. Di dalam hukum Inggris Kuno, forrest (hutan) adalah suatu 
daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup 
binatang buas dan burung-burung hutan. Di samping itu, hutan dijadikan 
tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi 
raja dan pegawai-pegawainya (Black, 1979:584), namun dalam 
perkembangan selanjutnya ciri khas disini menjadi hilang. 
Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah : 
“Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup 
luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya 
tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh 
tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat 
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yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan 
vertikal).” (Ngadung, 1975:3) 
 
Pengertian hutan secara konsepsional yuridis dirumuskan di dalam 
Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah : 
“Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber 
daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan 
alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat 
dipisahkan.” 
 
 Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu : 
1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ ha), yang disebut 
tanah hutan; 
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora, dan fauna; 
3. Unsur lingkungan; dan 
4. Unsur penetapan pemerintah. 
Unsur pertama, kedua, dan ketiga membentuk persekutuan hidup 
yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Pengertian hutan disini, 
menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan 
(tanah), pohon, flora, dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu 
kesatuan yang utuh. 
Adanya Penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti 
yang sangat penting, karena dengan adanya Penetapan Pemerintah c.q. 
Menteri Kehutanan itu kedudukan yuridis hutan menjadi kuat. Ada dua arti 
penting Penetapan Pemerintah tersebut, yaitu (1) agar setiap orang tidak 
dapat sewenang-wenang untuk membabat, menduduki, dan atau 
mengerjakan kawasan hutan, dan (2) mewajibkan kepada Pemerintah c.q. 
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Menteri Kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, 
penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta 
menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk 
menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan 
kegunaan hasil. 
 
6. Jenis-Jenis Hutan 
Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dibedakan empat 
jenis hutan, yaitu:47 
a. Hutan berdasarkan statusnya 
Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam, yaitu: 
1) Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang 
tidak dibebani hak atas tanah, seperti hutan adat, hutan 
desa, dan hutan kemasyarakatan. 
2) Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang 
dibebani hak atas tanah. 
 
b. Hutan berdasarkan fungsinya 
Hutan digolongkan menjadi tiga macam, antara lain: 
1) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas 
tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan 
keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta 
ekosistemnya. 
2) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai 
fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan 
untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan 
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erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan 
memelihara kesuburan tanah. 
3) Hutan produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok 
memproduksi hasil hutan. 
 
c. Hutan berdasarkan tujuan khusus 
Penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan 
pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan 
religi dan budaya setempat. 
 
d. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan 
resapan air 
Di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan 
kota yang berfungsi mengatur iklim mikro, estetika, dan resapan air. 
 
Di samping pembagian itu, pembagian jenis hutan diatur juga 
dalam Pasal 4 Reglemen 1927 tentang UU Hutan untuk Jawa dan 
Madura, yaitu hutan yang dipertahankan, seperti hutan jati, hutan belukar, 
dan hutan kayu belukar. Pembagian menjadi hutan yang dipertahankan 
dan tidak dipertahankan semata-mata adalah kewenangan Pemerintah, 
yaitu dalam pengaturan perencanaan, dan pengurusan hutan. Untuk 
hutan yang dipertahankan adalah kewajiban untuk menentukan 







7. Manfaat Hutan 
Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting 
dalam menunjang pembangunan bangsa dan Negara. Hal ini disebabkan 
hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 
Ada dua manfaat hutan, yaitu: 
a. Manfaat Langsung48 
Yang dimaksud dengan manfaat langsung, adalah manfaat 
yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat, 
yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil 
hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta 
berbagai hasil hutan ikutan, seperti rotan, getah, buah-buahan, 
madu, dan lain-lain. 
Pada mulanya kayu digunakan hanya sebagai bahan bakar, 
baik untuk memanaskan diri (di daerah musim dingin) maupun 
untuk menanak/memasak makanan, kemudian kayu digunakan 
bahan bangunan, alat-alat rumah tangga, pembuatan kapal, 
perahu, dan lain-lain, dan dapat dikatakan bahwa kayu sangat 
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b. Manfaat Tidak Langsung49 
Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tak langsung 
dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah 
hutan itu sendiri, yaitu (1) mengatur tata air, (2) mencegah 
terjadinya erosi, (3) memberikan manfaat terhadap kesehatan, (4) 
memberikan rasa keindahan, (5) memberikan manfaat di sektor 
pariwisata, (6) memberikan manfaat dalam bidang pertahanan dan 
keamanan, (7) menampung tenaga kerja, dan (8) menambah 
devisa Negara. 
Ditinjau dari segi kepentingan manusia yang dapat 
merasakan manfaat hutan secara tidak langsung ialah manusia 
sebagai individu dan manusia sebagai warga negara. 
 
8. Peralihan Fungsi Hutan di Luar Bidang Kehutanan50 
Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia 
Indonesia seutuhnya. Artinya, pembangunan itu tidak hanya 
pembangunan di bidang fisik semata-mata, tetapi keseimbangan antara 
pembangunan di bidang fisikdan spiritual. Dengan demikian, antara 
keduanya saling keterkaitan dan ketergantungan satu dengan yang 
lainnya. 
Pembangunan di bidang fisik adalah pembangunan yang bersifat 
materiil/kebendaan, seperti misalnya, pembangunan di bidang 
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transportasi, irigasi, perumahan, waduk, instalasi “Microwave”, dan lain-
lain. 
Salah satu faktor yang menunjang dalam pembangunan di bidang 
fisik adalah tanah, karena pada tanah tersebutlah tempat dibangunnya 
suatu proyek. 
Tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan proyek dapat 
digunakan tanah yang berstatus sebagai tanah Negara maupun tanah hak 
milik. Namun, apabila kedua jenis tanah tersebut tidak memungkinkan lagi 
dapat digunakan kawasan hutan. 
Pada prinsipnya penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan 
fungsi dan peruntukannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan 
penggunaan kawasan hutan yang menyimpang dengan fungsi dan 
peruntukannya, dengan syarat ada persetujuan atau izin Menteri 
Kehutanan (Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan). Ketentuan ini juga sesuai 
dengan bunyi Pasal 38 UU Nomor 41 Tahun 1999 berbunyi: “Penggunaan 
kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan 
kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan 
kawasan hutan lindung .” 
Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa kawasan hutan 
dapat diubah peruntukannya, apabila kawasan hutan itu dimanfaatkan 
untuk kepentingan umum. Misalnya, untuk kepentingan waduk, jalan, 
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pekuburan, instalasi “Microwave”, dan lain-lain.Untuk mengalihkan fungsi 
dan peruntukannya itu harus ada izin Menteri Kehutanan. 
 
9. Hak-Hak Masyarakat di Kawasan Hutan 
Hak merupakan suatu hubungan diantara orang-orang yang diatur 
oleh hukum dan atas nama Si pemegang hak, oleh hukum diberi 
kekuasaan tertentu tehadap objek hak.51 Dalam hal menikmati kualitas 
lingkungan, termasuk untuk memperoleh manfaat sosial dan budaya bagi 
masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, maka masyarakat 
harus tetap memperhatikan status dan fungsi hutan. 
Perubahan status dan fungsi hutan dapat berpengaruh pada 
putusnya hubungan masyarakat dengan hutan atau bahkan kemungkinan 
hilangnya mata pencaharian masyarakat. Agar perubahan status dan 
fungsi hutan dimaksud tidak menimbulkan kesengsaraan, maka 
Pemerintah bersama pihak penerima izin usaha pemanfaatan hutan 
berkewajiban untuk mengupayakan kompensasi yang memadai, antara 
lain dalam bentuk mata pencaharian baru dan keterlibatan dalam usaha 
pemanfaatan hutan disekitarnya. 
Selain hak sebagaimana dimaksud diatas, hak-hak masyarakat 
dalam kawasan hutan diatur juga dalam Pasal 68 ayat (2) UU No. 41 
Tahun 1999, antara lain : 
a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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b. Mengetahui rencana peruntukan, pemanfaatan hasil hutan dan 
informasi kehutanan. 
c. Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam 
pembangunan kehutanan. 
d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan 
kehutanan, baik langsung maupun tidak langsung. 
 
C.  Cagar Alam 
Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 
menyatakan bahwa: 
“Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya 
mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau 
ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya 
berlangsung secara alami.” 
 
Pengelolaan kawasan tersebut dilaksanakan dengan sistem zonasi 
dan dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu 
pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. 
1. Kriteria Penetapan Cagar Alam 
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian Berita Acara Tata 
Batas, Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Kehutanan menyiapkan 
dan memproses penetapan kawasan hutan yang telah ditata batas dan 
diketahui pasti luasnya dengan suatu produk hukum berupa “Keputusan” 
penatapan kawasan hutan tetap dengan fungsi tertentu atau tanpa 
fungsi.52 
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Konsep Keputusan Menteri Kehutanan yang dipersiapkan itu 
bersama-sama dengan berkas Berita Acara Tata Batas serta Peta Tata 
Batas disampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk 
ditandatangani/disahkan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas. 
Berita Batas Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas menjadi lampiran 
yang tak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kehutanan tentang 
penetapan kawasan hutan.53 
Kriteria penetapan Cagar Alam adalah sebagai berikut:54 
a. mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan 
tipe ekosistem; 
b. mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya; 
c. mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang 
masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia; 
d. mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar 
menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin 
keberlangsungan proses ekologis secara alami; 
e. mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh 
ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi; 
dan atau mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa 
beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya 
terancam punah. 
 
Pemerintah bertugas mengelola kawasan cagar alam. Suatu 
kawasan cagar alam dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang 




 Konservasi Alam. www.pendakierror.com/Konservasi.htm. Di akses tanggal 9 Mei 2012. 
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disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan 
sosial budaya. 
 
2. Bentuk Kegiatan Pengawetan Kawasan Cagar Alam 
Rencana pengelolaan cagar alam sekurang-kurangnya memuat 
tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya 
perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan. Upaya 
pengawetan kawasan cagar alam dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:55 
a. perlindungan dan pengamanan kawasan; 
b. inventarisasi potensi kawasan 
c. penelitian dan pengembangan yang menunjang pengawetan.  
 
Beberapa kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan 
perubahan fungsi kawasan cagar alam, antara lain:56 
a. melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam 
kawasan; 
b. memasukan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke 
dalam kawasan; 
c. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan 
memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan; 
d. menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu 
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A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data yang akurat pada penyusunan skripsi ini, 
penulis memilih lokasi penelitian yang bertempat di Kawasan Cagar Alam 
Gunung Duasudara di Kota Bitung. Lokasi penelitian dipilih dengan 
pertimbangan bahwa di daerah tersebut termasuk dalam Kawasan Cagar 
Alam Gunung Duasudara yang didalamnya terdapat penguasaan tanah 
oleh masyarakat dalam kawasan hutan konservasi. 
Oleh karena hal yang ingin diteliti mengenai penguasaan tanah 
dalam kawasan hutan konservasi, maka penulis juga menetapkan lokasi 
penelitian di kantor Badan Pertanahan Bitung, Balai Konservasi Sumber 
Daya Alam Sulawesi Utara, Kawasan Cagar Alam Gunung Duasudara, 
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Bitung, dan 
Kelurahan Pinangunian. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian Lapangan (field research) 
Di dalam melakukan penelitian lapangan (field research), penulis 
menggunakan metode, yaitu : 
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a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan 
pengambilan data secara langsung melalui tanya jawab 
berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. 
Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak terkait, yaitu : 
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota 
Bitung : Vera Audrey S. Sela, S.H. 
- Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara: 
Ir. Sudiyono dan Koordinator Lapangan BKSDA Sulut : Reol 
Weluyah 
- Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 
Kota Bitung : Ir. Liesje J. Macawalang, M.Si. 
- Lurah Pinangunian : Elvis Mantouw, S.Sos. 
- Warga Kelurahan Pinangunian: Nichlas Kaunang, Bena 
Sayow dan Fikie Rondonuwu. 
b. Kuesioner, yaitu membagikan daftar pertanyaan kepada 
responden yang terdiri atas masyarakat yang menguasai hutan 
dan pihak yang bertanggung jawab atas Cagar Alam Gunung 
Duasudara . Jenis pertanyaan yang diberikan dalam kuesioner 
tersebut menyangkut penguasaan tanah dalam Cagar Alam 
Gunung Duasudara. 
2. Penelitian Kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan 
data-data dengan melalui kepustakaan untuk memperoleh data 
sekunder dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai 
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referensi berupa buku-buku hukum dan kehutanan, artikel, dan 
peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang 
diperoleh dari instansi terkait. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung 
melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan 
penulisan proposal penelitian ini. 
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, internet, surat kabar, aturan perundang-undangan, 
dan dokumen yang diperoleh dari instansi tempat penelitian 
penulis.  
 
D. Analisis Data 
  Setelah memperoleh data-data dan informasi, baik berupa data 
primer maupun data sekunder, kemudian penulis menganalisisnya dengan 
menggunakan metode kualitatif, selanjutnya data berdasarkan informasi 
yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen-dokumen, serta hasil 
kuesioner yang telah dibagikan kepada responden tersebut dituliskan 
secara deskriptif sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan 
terarah dari hasil penelitian ini nantinya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Cagar Alam Gunung Duasudara 
Cagar Alam Gunung Duasudara di Provinsi Sulawesi Utara seluas 
± 4.299 Ha, ditunjuk menjadi hutan lindung cq. Cagar Alam berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri Pertanian No.700/Kpts/Um/7/78 tanggal 13 
November 1978. Secara administrasi pemerintahan, terletak di wilayah 
Kota Bitung. Secara geografis areal ini terletak di antara 125°3' - 125°15' 
Bujur Timur dan 1°30' - 1°34' Lintang Utara. Secara kewilayahan, batas-
batas Cagar Alam Gunung Duasudara adalah sebagai berikut : 
- Sebelah utara berbatasan dengan Bitung Utara dan Gunung 
Tangkoko. 
- Sebelah timur berbatasan dengan Bitung Tengah dan Kota Bitung. 
- Sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Lembeh. 
- Sebelah barat berbatasan dengan Gunung Klabat. 
Kawasan Cagar Alam Gunung Duasudara berbatasan atau 
berhimpitan dengan Kota Bitung dan Pulau Lembeh. Kawasan ini terletak 
di dalam 8 wilayah administrasi kecamatan dan 69 wilayah administrasi 
desa/kelurahan. Daftar kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa yang 
masuk dalam kawasan Cagar Alam Gunung Duasudara tersebut adalah 




Wilayah Administrasi Pemerintahan 
Kabupaten Kecamatan Desa/Kelurahan 

















































































2) Peteten Dua 
3) Peteten Satu 
4) Winenet Dua 
5) Winenet Satu 
6) Aertembaga Dua 
7) Aertembaga Satu 
8) Tandu Rusa 
9) Makawidey 
10) Pinangunian 
11) Girian Indah 
12) Girian Permai 
13) Girian Bawah 
14) Girian Weru Dua 
15) Girian Weru Satu 
16) Wangurer 







24) Kelapa Dua 
25) Batukota 










36) Madidir Weru 
37) Madidir Ure 
38) Madidir Unet 
39) Paceda 








































41) Wangurer Timur 
42) Wangurer Utara 
43) Bitung Barat Dua 
44) Bitung Barat Satu 
45) Pakadoodan 
46) Pateten Tiga 
47) Bitung Tengah 
48) Bitung Timur 
49) Kakenturan Dua 
50) Kakenturan Satu 
51) Tendeki 
52) Manembo Atas 
53) Manembo Bawah 
54) Manembo Tengah 
55) Sagerat 
56) Sagerat Weru Dua 
57) Sagerat Weru Satu 
58) Tanjung Merah 




63) Batu Putih Atas 
64) Batu Putih Bawah 
65) Pinangsungkulan 
66) Karondoran 
67) Apela Dua 
68) Apela Satu 
69) Kumersot 
Sumber Data : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara. 2012. 
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa salah satu desa yang 
termasuk dalam kawasan Cagar Alam Gunung Duasudara adalah 
kelurahan/desa Pinangunian yang berada di kecamatan Aertembaga ±15 
Km dari Kota Bitung, dengan ketinggian 500 meter dari permukaan air 
laut. Kelurahan Pinangunian merupakan desa dengan struktur datar 
(patar/rata), berbukit sampai bergunung, Luasnya adalah 1.027 Ha terdiri 
dari Luas pemukiman ±200 Ha dan Luas Perkebunan ±827 Ha, dengan 
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jumlah penduduk 920 Jiwa yang dihuni oleh 263 Kepala Keluarga dengan 
mata pencaharian bertani dan berkebun. 
Kawasan ini terletak ±15 Km dari Kota Bitung, bisa ditempuh 
menggunakan kendaraan darat dengan rute Manado – Girian – 
Duasudara dengan waktu ±90 menit. Kawasan ini juga dapat di akses 
melalui jalur laut dengan rute pelabuhan Bitung – Kasawari menggunakan 
perahu bermotor selama ±15 menit. Sarana dan Prasarana yang terdapat 
di kawasan ini masih sangat terbatas, yakni 1 buah pondok kerja yang 
terletak di Desa Batu Putih Fasilitas untuk menginap bagi pengunjung, 
seperti hotel, penginapan, dan sebagainya tersedia di Kota Bitung, 
alternatif lainnya adalah home stay yang berada di Desa Batu Putih yang 
acapkali menjadi langganan wisatawan dan peneliti, baik domestik atau 
mancanegara karena letaknya yang relatif dekat ke kawasan.57 
Desa Pinangunian terletak dalam kawasan Cagar Alam Gunung 
Duasudara, yang mana desa Pinangunian pada saat ditetapkan sebagai 
kawasan konservasi sampai sekarang belum menemukan titik temu 
penyelesaian masalah batas lahan antara pemukiman masyarakat dengan 
kawasan Cagar Alam Gunung Duasudara. Secara kewilayahan, batas-
batas desa Pinangunian adalah sebagai berikut : 
- Sebelah utara berbatasan dengan hutan cagar alam dan sebagian 
wilayah Tandurusa dan Aertembaga. 
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 Sumber Data : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara. 2012. 
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- Sebelah timur berbatasan dengan wilayah perkebunan Aertembaga 
dan Winenet. 
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Duasudara dan 
sebagian wilayah perkebunan Kakenturan. 
- Sebelah Barat berbatasan dengan hutan cagar alam. 
 
1. Sejarah Kawasan Cagar Alam Gunung Duasudara 
Pada awal abad ke-20, Pemerintah Kolonial Belanda yang 
berkuasa atas Kepulauan Nusantara saat itu mulai menerbitan status 
kepemilikan lahan dan bukti-bukti administrasinya, termasuk pula 
penetapan dan penataan kawasan-kawasan hutan di seluruh Indonesia. 
Kawasan Gunung Duasudara telah ditunjuk sebagai cagar alam pada 
tanggal 13 November 1978 berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Pertanian No. 700/Kpts/Um/7/78 dengan luas ± 4.299 Ha.58 
Penunjukan kawasan ini sebagai cagar alam selain untuk 
perlindungan satwa khas juga karena kawasan ini memiliki potensi alam 
yang sangat indah dan menarik. Potensi biotik yang terdapat dalam Cagar 




                                                          




Flora Fauna Tipe Ekosistem 











- Kantong semar 
(Nephentes 
gynamphora) 








- Rusa (Cervus 
timorensis) 















- Kus-kus  
(Phalanger 
ursinus) 
- Br. Srigunting 
(Dicrurus sp) 




- Hutan lumut 
Sumber Data : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara. 2012. 
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara (BKSDA 
Sulut) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal 
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA), Departemen 
Kehutanan, yang diberikan amanah mengelola kawasan konservasi di 
Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Kawasan konservasi 
61 
yang berada di bawah pengelolaan BKSDA Sulut berjumlah 13 kawasan, 
antara lain :59 
- 8 Cagar alam (CA), yaitu CA Tangkoko, CA Gunung Duasudara, 
CA Gunung Lokon, CA Gunung Ambang, CA Pulau Mas, 
Popaya, Raja, CA Tangale, dan CA Panua. 
- 3 Suaka Margasatwa (SM), yaitu SM Karakelang, SM 
Manembo-nembo, dan SM Nantu. 
- 2 Taman Wisata Alam (TWA), yaitu TWA Batuputih dan TWA 
Batuangus. 
Dengan wilayah kerja yang mencakup 2 Provinsi, mulai dari 
Kabupaten Kepulauan Talaud di sebelah utara hingga Teluk Tomini di 
sebelah selatan, Kota Bitung (Provinsi Sulawesi Utara) di timur hingga 
Kabupaten Pohuwato (Provinsi Gorontalo) di bagian barat. 
Kawasan Cagar Alam Gunung Duasudara berbatasan langsung 
dengan Cagar Alam Tangkoko sehingga memiliki beberapa tipe ekosistem 
dan memiliki beberapa satwa endemik yang hampir sama. Nama 
Duasudara ini diambil karena terdapat dua puncak gunung, yaitu 
Tangkoko (1.109 m dpl) dan Batuangus (450 m dpl), yang berdekatan 
dengan bentuk dan tinggi yang hampir sama sehingga kelihatannya 
seperti bersaudara. Di sekitar Gunung Duasudara terdapat dataran seluas 
500 Ha yang dikenal bernama sebutan patar yang artinya rata. Tidak jauh 
                                                          
59 Sumber Data : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara. 2012. 
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dari dataran ini terdapat air terjun Kumeresort yang sumber airnya keluar 
dari celah-celah batu setinggi ±6 m dan merupakan hulu sungai Batuputih. 
Kawasan Cagar Alam Gunung Duasudara merupakan penyangga Kota 
Bitung dan sumber air yang sangat penting bagi wilayah ini.60 
2. Sejarah Masyarakat Kelurahan Pinangunian61 
Pada tahun 1930 Hukum Tua Besar Tonsea diperintahkan agar 
membuka lahan hutan di bagian utara wilayah desa Aertembaga untuk 
dijadikan sebagai wilayah perkebunan dan wilayah pemukiman 
masyarakat. 
Pada tahun 1932 masuklah masyarakat dari wilayah Watumea 
Tondano, Kumelembuai Tomohon dan Tonsea untuk membuka lahan 
tersebut untuk dijadikan sebagai wilayah Kelurahan Pinangunian dan saat 
itu juga oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Hindia Belanda 
ditetapkan batas antara wilayah Kepolisian Desa Pinangunian dan 
Aertembaga, yaitu mulai dari Paal Batas 21 (Lereng Besar daerah 
sendangan) sampai dengan Paal batas 65 (wilayah pasong dolong), dekat 
wilayah Kakenturan dan batas antara Desa Aertembaga dan  Desa 
Pinangunian ditetapkan lurus memanjang sesuai Paal batas tersebut di 
atas. Dan pada tahun 1932 oleh tunduan timani Alm. Karel Karundeng 
                                                          
60 Sumber Data : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara. 2012. 
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dan Alm. Paulus Sumlang yang masih percaya kepada tahayul, maka 
mereka mempercayai bahwa Burung Manguni memberi nama daerah 
kedudukan mereka dengan sebutan Pinangunian. 
Kemudian pada tahun 1934 terjadi Perang Dunia II, maka oleh 
Tunduan Timani Alm. Karel Karundeng diperintahkan agar seluruh 
masyarakat Pinangunian kembali ke daerah asal masing-masing dan 
pada saat itu juga Desa Pinangunian menjadi kosong. 
Pada tahun 1950 oleh Hukum Tua Besar pada saat itu, yaitu Bapak 
Alm. Bonni Lengkong agar masyarakat yang dahulunya menetap di 
Pinangunian dapat kembali menempati Desa Pinangunian untuk 
membuka lahan, berkebun dan bermukim, maka datanglah masyarakat 
dari wilayah Tonsea, Tondano dan Tontomboan dan saat itu juga oleh 
tunduan timani Alm. Mourits Mudeng diaturlah pembagian lahan bagi 
masyarakat, baik lahan pemukiman, lahan perkebunan, maupun lahan 
pekuburan. Karena pada saat itu masyarakat Pinangunian masih 
mempercayai tahayul (Opo-opo) dan desa Pinangunian jaraknya masih 
sangat jauh dari pusat kota dan hanya bisa dapat ditempuh dengan 
berjalan kaki, apabila ada orang yang sakit maka tanaman kunyit atau biji 
kunyit menjadi obat alternatif yang digunakan oleh masyarakat dan 
digosok di bagian dahi membentuk tanda salib yang dalam bahasa waktu 
itu dikatakan Kinunian, maka terbentuklah kata Pinangunian yang 
digunakan sampai saat ini sebagai nama Kelurahan Pinangunian. Hal ini 
juga dihubungkan apabila setiap sore hari, desa ini selalu diselimuti oleh 
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kabut tebal dan menyerupai payung dalam bahasa waktu itu disebut 
Pinangunian yang digunakan sampai saat ini. 
Pada tanggal 17 Juli 1957 Desa Pinangunian disahkan oleh Hukum 
Tua Besar Kawangkoan Bapak Alm. Warouw dan pada saat itu juga 
diangkatlah seorang pimpinan yang pertama Hukum Tua Pertama Mourits 
Mudeng untuk mengatur Roda Pemerintahan, pembangunan, dan 
Kemasyarakatan. 
 
B. Hak-hak Masyarakat atas Batas Tanah di Kawasan Cagar Alam 
Gunung Duasudara 
Umumnya setiap lokasi kawasan cagar alam ditunjuk dan 
ditetapkan untuk kepentingan perlindungan, pengawetan, dan pelestarian 
keanekaragaman hayati, komunitas atau ekosistem, yang sangat khas 
dan spesifik. Cagar Alam Gunung Duasudara dalam hal ini ditunjuk dan 
ditetapkan untuk kepentingan perlindungan, pengawetan, dan pelestarian 
habitat satwa khas Sulawesi, seperti Monyet Hitam Sulawesi (Macaca 
Nigra) di Kota Bitung, serta berbagai jenis keanekaragaman hayati yang 
ada di dalamnya. 
Dalam beberapa kasus di Indonesia, sebagian besar kawasan 
ditetapkan sebagai cagar alam secara sepihak tanpa konsultasi dengan 
masyarakat setempat. Bahkan terlalu sering masyarakat setempat baru 
mengetahui bahwa tanah yang mereka yakini sebagai tanah warisan 
leluhur mereka telah menjadi cagar alam ketika pihak yang memiliki 
kekuasaan dalam pengelolaan cagar alam meminta mereka untuk 
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meninggalkan kawasan. Hal inilah yang terjadi di Cagar Alam Gunung 
Duasudara, dimana warga yang wilayahnya menjadi bagian dari cagar 
alam, yaitu masyarakat Kelurahan Pinangunian, baru mengetahui dan 
bereaksi menentang keputusan penetapan wilayah mereka menjadi cagar 
alam setelah adanya larangan pemerintah untuk merambah hutan. 
Elvis Mantouw mengatakan bahwa pada saat proses penunjukan 
dan penetapan Cagar Alam Gunung Duasudara yang memasukkan 
Kelurahan Pinangunian sebagai salah satu bagian di dalamnya, terdapat 
ketidakjelasan Paal batas antara kawasan hutan dengan pemukiman 
masyarakat.62 
Bena Sayow, mengatakan bahwa pihak cagar alam telah 
merampok tanah milik masyarakat karena tidak ada pihak yang 
memberitahu atau memberikan sosialisasi dan meminta izin kepada 
masyarakat sebelumnya, akan adanya penetapan kawasan. Hal ini jelas 
melanggar hak masyarakat untuk ikut mengetahui dan berpendapat dalam 
pengambilan keputusan atas wilayah tinggal masyarakat sendiri.63 
Nichlas Kaunang, salah seorang responden bahkan mengatakan 
bahwa menurutnya pihak cagar alam telah mengeluarkan kebijakan 
dengan menempatkan Polisi Kehutanan sehingga membatasi hak 
masyarakat dalam kawasan hutan.64 
Begitu pula pendapat dari Fikie Rondonuwu yang mengatakan 
bahwa masyarakat merasa dirugikan dengan adanya larangan merambah 
                                                          
62
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 Bena Sayow, Warga Kelurahan Pinangunian. Wawancara 1 Agustus 2012. 
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Nichlas Kaunang, Ketua RT. 04 Kelurahan Pinangunian. Wawancara 8 Agustus 2012. 
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hutan, yang mana kawasan hutan merupakan sumber mata pencaharian 
mereka karena berkebun dan memungut hasil hutan bertujuan untuk 
kelangsungan hidup mereka.65 
Hal tersebut tidak dibenarkan oleh pihak cagar alam, Sudiyono, 
menjelaskan bahwa penetapan Cagar Alam Gunung Duasudara telah 
melalui proses yang benar dan telah mendapatkan rekomendasi dari 
Walikota, Gubernur, dan DPRD Provinsi. Mengenai masalah tapal batas, 
sebelum dimulai telah direncanakan dan dilakukan sosialisasi ke 
masyarakat. Setelah itu, dilakukan penancapan batas sementara dan jika 
ada klaim dari masyarakat, maka akan diselesaikan kemudian dilakukan 
penancapan definitif, proses ini pun sudah mengikutsertakan Kelurahan 
dan Walikota. Sedangkan mengenai orang-orang yang melanggar 
peraturan, tidak pernah diproses lebih lanjut tetapi hanya diberikan 
pengarahan untuk kebaikan bersama.66 
Lain halnya lagi pendapat dari Vera Audrey S. Sela, Kepala Sub 
Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Bitung, mengatakan bahwa 
penetapan Cagar Alam Gunung Duasudara telah menghalangi hak-hak 
keperdataan masyarakat Kelurahan Pinangunian sebab tidak jelasnya 
Paal batas sehingga masyarakat dipersulit dalam mensertifikasikan tanah 
dalam kawasan hutan yang selama ini dikuasai secara turun-temurun jauh 
sebelum adanya penetapan kawasan cagar alam, sehingga hak 
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masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum atas tanah mereka 
dengan surat bukti kepemilikan tanah yang kuat, sulit dilakukan.67 
Kemudian Liesje J. Macawalang, juga berpendapat bahwa 
masyarakat dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam perlindungan 
fungsi-fungsi penunjang kehidupan yang disediakan kawasan hutan 
karena itu demi kepentingan bersama. Masyarakat dapat menikmati hasil 
hutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan.68 
Data yang diperoleh dilapangan menunjukkan bahwa tanah yang 
dikuasai masyarakat Kelurahan Pinangunian seluas 1.027, terdiri dari 
Pemukiman seluas ± 200 Ha dan Perkebunan seluas ± 827 Ha yang 
merupakan tanah dalam kawasan hutan cagar alam, dengan pegangan 
surat rincik dan SPPT. Sedangkan bukti penguasaan yang dimiliki 
masyarakat dalam bentuk SPPT PBB tidak dapat dijadikan dasar 
kepemilikan atau sebagai surat tanda bukti hak karena hanya merupakan 
bukti pembayaran pajak. Namun, SPPT dapat digunakan sebagai salah 
satu kelengkapan dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah di 
Kantor Badan Pertanahan. 
Menurut Penulis, Hukum Indonesia tidak menyediakan landasan 
yang kuat bagi Departemen Kehutanan untuk memiliki tanah dalam 
Kawasan Hutan Negara. Landasan hukum yang ada hanya memberikan 
pemerintah kontrol dan pengelolaan atas Sumber Daya Alam (Pasal 33 
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UUD Tahun 1945). Sebaliknya UUPA memungkinkan bagi negara untuk 
menguasai secara langsung tanah, jika hanya ketika tidak ada yang 
mengklaim hak atas tanah tersebut. 
Terlepas dari pertimbangan etis dari pengakuan hak-hak secara 
resmi yang berlaku secara turun temurun, kepastian tanah yang lebih luas 
implikasi positif terhadap ekonomi karena hal tersebut akan menurunkan 
ketidakpastian serta meningkatkan kinerja untuk perbaikan pengelolaan 
sumber daya hutan dengan meningkatkan peluang masyarakat setempat 
untuk menikmati hasil hutan. 
Dalam Pasal 64 UUK dikemukakan bahwa masyarakat berhak 
menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. Selain itu, 
masyarakat dapat memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan 
peruntukan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan, memberi 
informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan, 
dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan 
kehutanan baik langsung maupun tidak langsung. 
Terkait dengan adanya penetapan kawasan cagar alam, maka 
seharusnya masyarakat berhak memperoleh kejelasan Paal batas antara 
kawasan cagar alam dengan pemukiman masyarakat, sehingga 
masyarakat yang masih bertahan di Kelurahan Pinangunian, menjalankan 
roda kehidupan dan perekonomian mereka dengan baik, tanpa melakukan 
penguasaan tanah dalam kawasan hutan karena sangat jelas bahwa 
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peruntukan cagar alam hanya untuk pengawetan endemik tertentu dan 
tidak dapat diganggu gugat apalagi dialihfungsikan. 
  
C. Upaya Pemerintah Kota Bitung dalam menangani penguasaan 
tanah di Kawasan Cagar Alam Gunung Duasudara 
Menurut Penulis, dalam menangani penguasaan tanah dalam 
kawasan konservasi cagar alam, telah ditempuh beberapa cara oleh pihak 
pemerintah. Salah satunya adalah sosialisasi kepada masyarakat 
kelurahan Pinangunian mengenai apa itu kawasan hutan konservasi dan 
cagar alam, fungsinya, serta akibat-akibatnya jika kawasan hutan semakin 
lama semakin berkurang. 
Kebijakan yang dilakukan Pemerintah ialah kebijakan enclave, yaitu 
pelepasan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, karena adanya 
lahan milik pihak ketiga di dalam kawasan hutan. Hal ini dapat dilakukan 
jika tanah yang bersangkutan telah dikuasai sebelum tahun 1919 
(Pengaturan  Hutan Lindung). 
Kebijakan untuk memutuskan enclave suatu kawasan hutan 
merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian 
Kehutanan. Keputusan menentukan enclave dalam suatu kawasan 
konservasi merupakan suatu bentuk peraturan kebijaksanaan. Keputusan 
ini diambil dengan pertimbangan telah adanya kegiatan, penetapan, dan 
bukti-bukti yang memenuhi syarat. 
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Langkah awal yang dilakukan adalah dibuat analisis kelayakan 
enclave, yang meliputi kelayakan fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan 
hukum serta sejarah pemukiman/lahan garap. Melalui hasil analisa 
tersebut dapat ditetapkan cara penyelesaian enclave. Selanjutnya apabila 
lokasi areal (pemikiman/lahan garapan) tersebut layak untuk dijadikan 
calon enclave, maka Bupati melalui Gubernur mengusulkan kepada 
Menteri Kehutanan untuk menetapkan calon enclave. 
Adapun langkah-langkah penanganan enclave dapat diuraikan 
sebagai berikut:69 
 Pembuatan trayek batas 
 Pemancangan batas sementara 
 Pemeriksaan oleh Panitia Tata Batas/Rapat PTB 
 Penataan batas definitif 
 Pembuatan Berita Acara Tata Batas 
 Pengesahan Berita Acara Tata Batas oleh Menteri Kehutanan 
 Penetapan enclave  
Bagi lokasi yang telah di enclave diserahkan kepada Pemerintah 
Daerah setempat. Melakukan perubahan kawasan dengan melepaskan 
kawasan hutan dengan batas yang jelas sebagai kawasan enclave, harus 
disertai pula dengan perjanjian antara pihak Cagar Alam Gunung 
Duasudara dan masyarakat Kelurahan Pinangunian yang mengatur batas 
kewenangan masyarakat dalam mengelola kawasan enclave. Hal ini 
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penting untuk ditetapkan agar kawasan hutan yang telah di enclave tidak 
merambah luas dikemudian hari dari apa yang sudah ditetapkan. 
Walaupun proses enclave akan memakan waktu yang cukup lama, 
namun ini merupakan salah satu upaya yang bisa jadi alternatif 
penyelesaian konflik penguasaan tanah kawasan hutan ini karena wilayah 
yang dipertahankan oleh masyarakat merupakan wilayah yang tidak bisa 
disebut sebagai kawasan hutan lagi sebab telah berubah menjadi 
kawasan pemukiman dengan banyak bangunan permanent, sehingga jika 
ingin dikembalikan menjadi kawasan hutan akan sangat sulit. 
Reol Weluyah, berpendapat bahwa upaya konservasi yang telah 
dilakukan di kawasan ini, antara lain penyusunan rencana pengelolaan, 
identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan, pemeliharaan batas, 
pembinaan daerah penyangga, pembinaan kader konservasi, 
pengembangan kemitraan, sosialisasi peraturan-peraturan di bidang 
kehutanan, patroli rutin, operasi pengamanan hutan fungsional dan 
gabungan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait.70 
Upaya ini dilakukan karena BKSDA Sulut memiliki tugas dan fungsi 
dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dalam kawasan 
konservasi Cagar Alam Gunung Duasudara, diantaranya adalah 
pengamanan kawasan konservasi, pengawasan peredaran tumbuhan dan 
satwa liar dan penanggulangan kebakaran hutan dan tanah serta 
penegakan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran di sektor 
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kehutanan. Untuk mendukung ini semua selain biaya, tidak kalah penting 
dan merupakan faktor kunci adalah diperlukan sumber daya manusia 
yang memadai, baik jumlah dan kualitasnya. 
Pada Pasal 12 UU No. 41 Tahun 1999 (UUK), Departemen 
Kehutanan berhak mengklasifikan berdasarkan hutan produksi, hutan 
konservasi, dan hutan lindung, tetapi sebelumnya dilakukan pendaftaran 
tanah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 
1997 atau melalui proses penatabatasan dan pengukuhan secara resmi 
sebagai Kawasan Hutan Negara berdasarkan keputusan Departemen 
Kehutanan. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Suaka 
alam dalam kawasan pelestarian alam, pemerintah bertugas mengelola 
kawasan cagar alam. Suatu kawasan cagar alam dikelola berdasarkan 
suatu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek 
akologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya. Rencana pengelolaan cagar 
alam sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar 
kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan 
pemanfaatan kawasan. 
Larangan juga berlaku terhadap kegiatan yang dianggap sebagai 
tindakan permulaan yang berakibat pada pertumbuhan keutuhan 
kawasan, antara lain seperti :71 
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1. Memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda 
batas kawasan, atau 
2. Membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, 
mengangkut menebang, membelah, merusak, berburu, 
memusnahkan satwa dan tumbuhan ke dan dari dalam 
kawasan. 
Menurut penulis, ada dua upaya yang dapat dilakukan untuk 
menangani persoalan penguasaan tanah oleh masyarakat Pinangunian 
dalam kawasan cagar alam adalah dengan Pembinaan, pengamanan 
hutan dan proses hukum hingga tingkat pengadilan dan Pengusulan 
melakukan kegiatan rekonstruksi batas untuk mengatur pemanfaatan 

















1. Adanya penetapan kawasan hutan cagar alam membuat 
masyarakat merasa dilanggar haknya untuk memperoleh dan 
memberikan informasi, saran serta pertimbangan di bidang 
kehutanan karena menilai penetapan itu bersifat sepihak tanpa 
sepengetahuan mereka sebelumnya. Demikian juga dengan hak 
mereka untuk berkembang dan memperoleh pendapatan. 
Penyelesaian dalam masalah penguasaan tanah di Kelurahan 
Pinangunian  yang merupakan kawasan hutan cagar alam ini ialah 
dengan kebijakan Pembinaan, pengamanan hutan dan proses 
hukum hingga tingkat pengadilan dan Pengusulan melakukan 
kegiatan rekonstruksi batas. 
2. Penguasaan tanah dalam kawasan Cagar Alam Gunung 
Duasudara dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (Departemen 
Kehutanan), dalam hal ini adalah BKSDA Sulut. Dalam upaya 
menangani penguasaan tanah dalam kawasan konservasi ialah 
dengan cara penyusunan rencana pengelolaan, identifikasi dan 
inventarisasi potensi kawasan, pemeliharaan batas, pembinaan 
daerah penyangga, pembinaan kader konservasi, pengembangan 
kemitraan, sosialisasi peraturan-peraturan di bidang kehutanan, 
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patroli rutin, operasi pengamanan hutan fungsional dan gabungan 
dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. 
 
B. Saran 
1. Perlunya diadakan penyuluhan hukum secara terpadu kepada 
masyarakat mengenai pentingnya fungsi hutan khususnya hutan 
konservasi dengan fungsi pokok pengawetan, pemanfaatan dan 
perlindungan system penyangga kehidupan, sumber daya alam 
hayati dan ekosistemnya. Kemudian perlu juga ditumbuhkan 
kesadaran tentang perlunya dasar hukum penguasaan tanah yang 
resmi dan jenis tanah negara yang boleh dan tidak untuk dimiliki. 
2. Diharapkan kedepannya, Pemerintah dalam upaya menangani 
penguasaan tanah dalam kawasan Cagar Alam Gunung 
Duasudara oleh masyarakat Kelurahan Pinangunian, dapat bekerja 
dengan optimal dengan meninjau secara langsung lokasi-lokasi 
yang akan ditetapkan sebagai kawasan. Serta melaksanakan 
sosialisasi dan komunikasi yang berkelanjutan dengan masyarakat 
di luar dan di dalam kawasan hutan cagar alam. 
3. Dalam penyelesaian penguasaan tanah oleh masyarakat dengan 
jalan pelepasan kawasan hutan (enclave), maka perlu diadakan 
perjanjian kerja sama antara pihak-pihak terkait untuk mengatur 
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